BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 300-05 /Kep. 33 - Kesbang bl /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

‘ Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022
BUPATI PURWAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial, maka perlu dibentuk Tim
Terpadu Penanganan Konflik Sosial,

bahwa Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5315);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5658);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015
tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik
Sosial (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 506);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264)

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2021
tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Kabpaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor
148);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

. KELIMA

KEENAM

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun
Anggaran 2022.

Susunan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial mempunyai tugas
pokok sebagai berikut :

a. merencanakan, mencari, mengumpulkan,
mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi
atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai
potensi, gejala, serta peristiwa konflik sosial maupun
terorisme yang menjadi ancaman stabilitas Nasional di
Daerah;

b. melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan
masalah dan perkembangan masalah dan perubahan
kehidupan sosial dalam masyarakat serta dapat
mengidentifikasi ancaman, gangguan atau hambatan
terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;

c. mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga
apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara
profesional dan proposional.

Kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Jdanuari 2022

LBUPATI PURWAKARTA, /%/

ANNE RATNA MUSTIKA



